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MOTTO 

“Setiap pilihan pasti mempunyai alur yang berbeda, tetapi yang harus diingat 

bahwa berproses dengan rasa syukurlah yang akan membangun benteng 

karaktermu” 

 

Aloysia Yulianti Adi 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan 

mutasi pegawai, hal tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri No. 821/5492/SJ yang memboleh larangan kepada Penjabat Gubernur 

dalam melakukan mutasi pegawai. Penelitian ini bertujuan Pertama, untuk 

menjelaskan Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai. 

Kedua, menjelaskan implikasi hukum dari larangan Penjabat Gubernur dalam mutasi 

pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan analisa pada peraturan perundang-

undangan serta doktrin-doktrin hukum. 

 

Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

No. 821/5492/SJ perihal membolehkan Penjabat Gubernur dalam larangan mutasi 

pegawai tanpa harus mengajukan pemohonan terlebih dahulu tersebut dianggap 

sebagai bagian dari Freies ermessen. Namun, sebenarnya keputusan tersebut sebagai 

bentuk ketidakpatuhan terhadap suatu larangan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

tersebut dapat dinyatakan cacat secara formil maupun materiil. Urgensi larangan 

Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai tersebut adalah hal tersebut 

dapat menguntungkan bagi calon pilkada atau petahana yang akan menjalankan 

Pilkada karena terdapat motif politik.  

 

Pembolehan atas larangan mutasi pegawai tersebut menjadi tidak sah menurut 

hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan sederatan 

perundang-undangan, serta hal ini akan berdampak terhadap Pemilihan Kepala Daerah 

dan dapat mempengaruhi keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

tidak optimal. Dalam larangan tersebut, terdapat sanksi apabila Penjabat Gubernur 

yang melanggar ketentuan mutasi pegawai hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 

Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No, 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu 

pada Pasal 71 ayat (5) dan (6) yaitu akan dicabut jabatannya dan tentunya pembatalan 

dari pencalonan pilkada. 

 

Kata Kunci: Urgensi, Larangan, Mutasi, Penjabat Gubernur 
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ABTRACT 

 

This research is entitled The urgency of prohibiting Acting Governors from 

carrying out employee transfers, this is motivated by the emergence of Minister of 

Home Affairs Circular Letter No. 821/5492/SJ which allows a prohibition on the 

Acting Governor in carrying out employee transfers. This study aims first, to 

explain the urgency of prohibiting acting governors from carrying out employee 

transfers. Second, explaining the legal implications of the Acting Governor's 

prohibition on employee transfers. The method used in this study uses the 

Normative Legal Research method which uses an analysis of statutory regulations 

and legal doctrines. 
 

The decision of the Minister of Home Affairs through Circular Letter of the 

Minister of Home Affairs No. 821/5492/SJ regarding allowing the Acting Governor 

to prohibit the transfer of officers without having to submit an application first is 

considered as part ofdiscretion. However, actually the decision is a form of non-

compliance with a ban. The Circular Letter of the Minister of Home Affairs can be 

declared defective both formally and materially. The urgency of prohibiting the 

Acting Governor from carrying out employee mutations is that this can benefit the 

Pilkada candidates or incumbents who will run the Pilkada because there are 

political motives. 
 

Allowance for the ban on employee transfers becomes illegal according to 

law and is declared null and void because it is contrary to a series of laws and 

regulations, and this will have an impact on the Election of Regional Heads and 

can affect the sustainability of sub-optimal regional administration. In this 

prohibition, there are sanctions if the Acting Governor violates the provisions on 

employee transfers, this is regulated in Law no. 10 of 2016 concerning the Second 

Amendment to Law no. 1 of 2015 Concerning the Stipulation of Government 

Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2014 Concerning the Election of Governors, 

Regents and Mayors to Become Laws, namely in Article 71 paragraphs (5) and (6), 

which means that their position will be revoked and of course the cancellation of 

the regional election candidacy. 

  

Keywords: Urgency, Prohibition, Movement, Acting Governor 

 

 

 


